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ABSTRAK 

 

Nardadi, Zulfan. 2015. Penerapan Sanksi Bagi Pegawai Negeri Sipil Akibat 

Tidak Terpenuhinya Hak Mantan Isteri Dan Anak (Studi Kasus Di Pengadilan 

Agama Wonosobo Dan Badan Kepegawaian Daerah Wonosobo). Skripsi Bagian 

Ilmu Hukum. Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Dosen 

Pembimbing Dian Latifiani. 

 

 Kata Kunci: Penerapan Sanksi, Pegawai Negeri Sipil, Hak Mantan Isteri 

dan Anak 

  Dalam perceraian dikenal adanya hak dan kewajiban setelah perceraian. 

Tidak terkecuali bagi Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perceraian wajib 

memberikan nafkah kepada mantan isteri, begitu juga Pegawai Negeri Sipil yang 

melakukan perceraian di Pengadilan Agama Wonosobo. Tetapi, pada 

kenyataannya muncul permasalahan terkait pemenuhan kewajiban setelah 

perceraian. 

  Rumusan masalahterdiri dari: 1.Bagaimanakah penerapan sanksi hukum 

terhadap Pegawai Negeri Sipil yang tidak memenuhi kewajibannya pada anak 

dan mantan istrinya setelah perceraian? 2.Apakah hambatan dan solusi dalam 

pelaksanaan penerapan sanksi hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang tidak 

memenuhi kewajibannya pada anak dan mantan istrinya setelah 

perceraian?Penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan 

pendekatan yuridis empiris menggunakan data primer, sekunder melalui 

wawancara dan dokumentasi yang dianalisa menggunakan validitas triangulasi 

data. 

  Hasil penelitian ini adalah Pegawai Negeri Sipil yang mangkir dari 

tanggung jawabnya setelah perceraian tidak diberikan sanksi pasal 7 ayat (2) PP 

No 53tahun 2010 yaitu penurunan pangkat tetapi hanya diberikan mediasi oleh 

BKD Wonosobo. hambatan dalam penerapan sanksi tersebut adalah hambatan 

hukum yaitu kurang tegasnya penerapan sanksi dan non hukum yaitu lemahnya 

kesadaran Pegawai Negeri Sipil kepada hukum. 

  Simpulannya bahwa penerapan sanksi bagi PNS yang tidak memenuhi 

kewajiban terhadap mantan isteri dan anak setelah perceraian tidak secara 

mutlak sesuai PP No 53 tahun 2010 diberikan oleh BKD Wonosobo dikarenakan 

beberapa hambatan yakni hambatan hukum dan hambatan non hukum. Saran 

yang diberikan berupa pembinaan bagi Pegawai Negeri Sipil dan peningkatan 

ketegasan BKD Wonosobo dalam menerapkan sanksi disiplin pegawai. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Negara Indonesia adalah Negara yang berpedoman pada Pancasila 

di mana sila pertamanya berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal 

tersebut menandakan Indonesia berpegang teguh dalam hal 

keagamaan dan kerohanian. Begitu pula perkawinan yang sangat erat 

hubungannya dengan keagamaan,sehingga perkawinan sangat penting 

bagi kehidupan manusia. Perkawinan mempunyai tujuan untuk 

membentuk suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal, selain itu 

perkawinan bertujuan untuk meneruskan keturunan. 

 Perkawinan yang dalam istilah agama islam disebut nikah ialah 

melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara 

seorang laki-laki dan wanita, untuk menghalalkan hubungan kelamin 

antara kedua belah pihak, dengan dasar suka rela dan keridhoan kedua 

belah pihak, untuk mewujudkan suatu kebehagiaan hidup berkeluarga 

yang diliputi rasa kasih sayang ketentraman dengan cara-cara yang 

diridhoi oleh allah. 

 Ikatan perkawinan merupakan unsur pokok dalam pembentukan 

keluarga yang harmonis dan penuh rasa cinta kasih, maka dalam 

pelaksanaan perkawinan tersebut, diperlukan norma hukum yang 
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mengaturnya. Penerapan norma hukum dalam pelaksanaan 

perkawinan terutama diperlukan dalam rangka mengatur hak, 

kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga, 

guna membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera.  

Menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan Pasal 1 disebutkan bahwa ”Perkawinan adalah ikatan lahir 

batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri 

dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan 

kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.  Dari rumusan 

tersebut dapat diketahui bahwa dari perkawinan diharapkan akan lahir 

keturunan (anak) sebagai penerus dalam keluarganya, sehingga orang 

tua berkewajiban memelihara serta mendidiknya untuk tumbuh dan 

berkembang secara wajar dalam lingkungan keluarga maupun 

masyarakat. 

Sebagaimana diketahui bahwa perkawinan pada hakekatnya 

menyatukan dua kepribadian yang berbeda dan hal ini sering 

menimbulkan pertengkaran yang berakibat pada perceraian. 

Perceraian terjadi disebabkan tidak adanya kesadaran masing-masing 

individu untuk menyadari kelemahan masing-masing. Perceraian juga 

terjadi karena egoisme masing-masing individu sehingga perceraian 

menjadi jalan akhir yang ditempuh untuk mengakhiri pertengkaran.  

Ketika perceraian terjadi, tentunya masing-masing pihak berjalan 

sendiri-sendiri dan apabila perceraian ini belum terbebani adanya 
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anak, dimungkinkan masing-masing pihak merasa mempunyai 

kebebasan. Namun demikian apabila pasangan suami isteri sudah 

dikaruniai anak, seringkali anak menjadi rebutan dalam pengasuhan. 

Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur aparatur Negara, abdi Negara 

dan abdi masyarakat harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat 

dalam tingkah  laku,tindakan dan ketaatan kepada Peraturan 

Perundang-undangan yang berlaku, termasuk dalam 

menyelenggarakan kehidupan berkeluarga. Pernikahan dan perceraian 

seorang Pegawai Negeri Sipil diatur dalam PP No. 45 Tahun 1990 jo 

PP No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi 

Pegawai Negeri Sipil. Pegawai Negeri Sipil sebagai unsure aparatur 

Negara, abdi Negara, abdi masyarakat serta teladan bagi masyarakat, 

sebisa mungkin untuk tidak melakukan perceraian. 

Sebagaimana diketahui ketika hubungan suami istri sudah putus, 

seringkali terjadi hak istri dan anak menjadi terlupakan oleh suami. 

Kondisi ini memberikan makna bahwa kewajiban suami tidak 

terpenuhi sehingga istri maupu anak menjadi terlantar. Secara yuridis 

ketika Pegawai Negeri Sipil telah bercerai namun Pegawai Negeri 

Sipil tersebut tidak memenuhi kewajibannya, berarti Pegawai Negeri 

Sipil tersebut telah melanggar peraturan. Secara organisator, tentunya 

Pegawai Negeri Sipil harus mendapatkan sanksi sebagaimana 

peraturan yang ada di Pegawai Negeri Sipil. Seperti yang terjadi pada 

Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di wilayah hukum Kabupaten 
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Wonosobo. Pegawai Negeri Sipil tersebut sudah memiliki keluarga 

dan anak, tetapi melakukan perceraian akibat ketidak cocokan. 

Dalam hal ini Pegawai Negeri Sipil  tersebut melakukan 

perceraian di Pengadilan Agama Wonosobo. Setelah adanya putusan 

cerai dari Pengadilan Agama Wonosobo, Pegawai Negeri Sipil 

tersebut memiliki kewajiban seperti yang tercantum pada Pasal 8 

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990.bahwa 

Pegawai Negeri Sipil wajib memberikan sebagian dari gajinya untuk 

memenuhi kebutuhan mantan isteri sampai masa Iddahdan anaknya 

sampai anak tersebut dinyatakan dewasa. Namun pada kenyataannya 

Pegawai Negeri Sipil tersebut tidak melakukan kewajibannya, 

sedangkan jika pemenuhan kewajiban tidak dilakukan maka pihak 

Pengadilan berhak memberikan tindakan kepada Pegawai Negeri Sipil 

tersebut. 

Aturan mengenai tindakan hukum disiplin Pegawai Negeri sipil 

diatur pada PP No 53 tahun 2010 tentang aturan disiplin Pegawai 

Negeri Sipil terutama pada pasal 7 mengenai sanksi hukuman disiplin 

Pegawai Negeri Sipil berupa sanksi ringan yakni teguran, sanksi 

sedang yakni penurunan pangkat, dan sanksi berat berupa pencopotan 

jabatan. 

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis akan melakukan 

penelitian dengan judul“Penerapan Sanksi Hukum Bagi Pegawai 
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Negeri Sipil  Akibat Tidak Dipenuhinya Hak Mantan Isteri Dan 

Anak Setelah Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama dan 

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonosobo)” 

1.2. Identifikasi Masalah 

 Identifikasi Masalah dimaksudkan untuk mendapatkan poin-poin 

masalah yang akan diteliti antara lain sebagai berikut : 

1. Proses perkawinan yang sakral sehingga menjadikan keluarga 

yang sakinah mawadah warahmah di Kabupaten Wonosobo. 

2. Faktor  yang menjadi dasar terjadinya perceraian di Pengadilan 

Agama Wonosobo. 

3. Pelaksanaan perceraian PNS di Pengadilan Agama Wonosobo. 

4. Penerapan sanksi hukum terhadap PNS yang tidak memenuhi 

kewajibannya pada anak dan mantan isterinya setelah 

perceraian di Pengadilan Agama Wonosobo. 

5. Hambatan dalam pelaksanaan penerapan sanksi hukum 

terhadap PNS yang tidak memenuhi kewajibannya pada anak 

dan mantan isterinya dalam perceraian di Pengadilan Agama 

Wonosobo. 

6. Perlindungan hukum bagi mantan isteri dan anak atas hak dan 

kewajibannya setelah perceraian di Pengadilan Agama 

Wonosobo. 
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1.3.  Pembatasan Masalah 

  Pembatasan  masalah dalam penelitian ini dimaksudkan untuk 

mempersempit ruang lingkup permasalahan yang akan dikaji lebih 

lanjut oleh peneliti.Pembatasan masalah tersebut antara lain: 

1. Penerapan sanksi hukum disiplin terhadap Pegawai Negeri 

Sipil yang tidak memenuhi kewajibannya pada anak dan 

mantan istrinya setelah perceraian. 

2. Hambatan dan solusi dalam pelaksanaan penerapan sanksi 

hukum terhadap PNS yang tidak memenuhi kewajibannya 

pada anak dan mantan isterinya dalam perceraian. 

1.4. Rumusan Masalah 

 Bertitik tolak dari latar belakang masalah serta pembatasan masalah 

yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang dapat 

dikemukakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimanakah penerapan sanksi hukum terhadap PNS yang 

tidak memenuhi kewajibannya pada anak dan mantan istrinya 

setelah perceraian? 

2. Apakahhambatandan solusi dalam pelaksanaan penerapan 

sanksi hukum terhadap PNS yang tidak memenuhi 

kewajibannya pada anak dan mantan istrinya setelah 

perceraian? 
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1.5. Tujuan Penelitian 

Pada dasarnya setiap penelitian mempunyai tujuan tertentu, baik 

tujuan secara umum maupun tujuan khusus.Tujuan penelitian ini 

adalah : 

1. Untuk mengetahuidan menganalisapenerapan sanksi hukum 

terhadap Pegawai Negeri Sipil yang tidak memenuhi 

kewajibannya pada anak dan mantan istrinya setelah 

perceraian. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisa hambatan dalam 

pelaksanaan penerapan sanksi hukum terhadap Pegawai Negeri 

Sipil yang tidak memenuhi kewajibannya pada anak dan 

mantan istrinya setelah perceraian. 

1.6.  Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah 

bagi ilmu pengetahuan hukum dalam pengembangan hukum 

keperdataan, khususnya pemahaman teoritis tentang penerapan 

sanksi hukum terhadap PNS yang tidak memenuhi kewajibannya 

pada anak dan mantan istrinya setelah perceraian. Jika bagi 

peneliti dapat memberikan pengetahuan mengenai pertanggung 

jawaban pada PNS yang telah melakukan perceraian di lingkup 

wilayah Pengadilan Agama Wonosobo. Sedangkan bagi 

Pengadilan Agama Wonosobo, diharapkan dengan adanya 
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penelitian ini maka memberikan refleksi dan menambah kepekaan 

untuk memberikan materi baru tentang pemberian sanksi pada 

PNS yang tidak memenuhi kewajibannya setelah melakukan 

perceraian. 

2. Secara Praktis 

 Hasil penelitian yang berfokus pada penerapan sanksi hukum 

terhadap PNS yang tidak memenuhi kewajibannya pada anak dan 

mantan istrinya setelah perceraian diharapkan bisa menjadi bahan 

pertimbangan dan sumbangan pemikiran serta dapat memberikan 

kontribusi dan solusi kongkrit bagi para pengambil keputusan 

peradilan di Pengadilan Agama Wonosobo. Sedangkan bagi 

peneliti, yaitu untuk ikut memberikan pengawasan terhadap 

pelaksanaan kewajiban bagi mereka yang telah melakukan 

perceraian di dalam masyarakat. 

3. Secara Operasional 

 Manfaat penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk 

menambah ilmu pengetahuan dalam lapangan hokum keperdataan 

khususnya hal-hal yang berkaitan dengan penerapan sanksi 

hukum terhadap PNS yang tidak memenuhi kewajibannya pada 

anak dan mantan istrinya setelah perceraian. Dapat memberikan 

pengetahuan baru bagi pembaca, serta menjadi kontrol bagi 

Pengadilan Negeri Wonosobo untuk selalu melakukan 

pengawasan atas pelaksanaan kewajiban bagi mereka yang telah 



9 
 

 
 

melakukan perceraian serta lebih memperhatikan dan menindak 

lanjuti mengenai temuan – temuan yang berkaitan dengan 

pemenuhan kewajiban pada anak yang orang tuanya berceraian, 

karena pada umumnya kasus – kasus yang sudah terjadi dalam 

suatu perceraian yang menjadi korban adalah anak, baik secara 

fisik maupun secara psikisnya, apalagi dalam hal perlindungan 

anak ini juga sudah ada payung hukumnya yaitu Undang – 

Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Perlindungan Anak. 

1.7. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan pada penelitian ini adalah : 

1. Bagian Awal 

Bagian awal skripsi terdiri atas sampul, lembar judul, lembar 

pengesahan, lembar moto dan persembahan, lembar abstrak, 

kata pengantar dan daftar isi. 

2.  Bagian Inti 

1. Bab 1 Pendahuluan 

Berisi latarbelakang masalah, identifikasi masalah, 

pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, dan sistematika penulisan penelitian. 

2. Bab 2 TinjauanPustaka 

Bab ini menjabarkan pengertian-pengertian, dan telaah 

pustaka berdasarkan teori yang relevan untuk digunakan 
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sebagai bahan acuan dalam penelitian sesuai dengan tema 

yang diambil peneliti. 

3. Bab 3 Metode Penelitian 

Bab ini menjabarkan metode penelitian, sumber data yaitu 

data primer, sekunder dan tersier, baik data yang diperoleh 

dari hasil penelitian maupun  hasil pustaka dan pemikiran 

peneliti, objekpenelitian, yaitu dari pihak Pengadilan 

Agama Wonosobo serta Badan Kepegawaian Daerah 

Kabupaten Wonosobo, teknik pengumpulan data, analisis 

data yang diperoleh yang telah dioleh dalam bentuk 

deskriptif. 

4. Bab 4 Hasil dan Pembahasan 

Bab ini akan membahas deskripsi data setiap hasil 

observasi, wawancara serta data yang telah diperoleh dari 

hasil telaah pustaka, pemeriksaan data dan pembahasan 

hasil penelitian. 

5. Bab 5 Kesimpulan dan Saran  

 Berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran. 

3. Bagian Akhir 

 Bagian akhir terdiri atas daftar pustaka dan lampiran
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Tinjauan Umum Tentang Pegawai Negeri Sipil 

2.1.1. Pengertian Pegawai Negeri Sipil 

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1999 

Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 

1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian adalah mereka yang 

setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang 

berwenang dan diserahi tugas dalam sesuatu jabatan negeri atau 

diserahi tugas Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu 

peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

Pegawai Negeri Sipil adalah unsur aparatur negara, abdi 

negara dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik 

bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk 

menyelenggarakan kehidupan berkeluarga. Untuk dapat 

melaksanakan kewajiban yang demikian itu, maka kehidupan 

Pegawai Negeri Sipil harus ditunjang oleh kehidupan yang serasi, 

sejahtera, dan bahagia, sehingga setiap Pegawai Negeri Sipil dalam 

melaksanakan tugasnya tidak akan banyak terganggu oleh masalah-
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masalah dalam keluarganya, termasuk perkawinan dan perceraian. 

(Usman 2006: 416). 

2.2.  Tinjauan Umum Tentang Perceraian Pegawai Negeri 

Sipil 

2.2.1. Alasan Pegawai Negeri Sipil Melakukan Perceraian 

 Alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud di 

atas,menurut C.S.T Kansil adalah : 

1)  Zina; 

2) Meninggalkan tempat tinggal bersama dengan itikad jahat; 

3) Mendapatkan hukuman penjara 5 tahun atau lebih dalam suatu 

keputusan yang diucapkan selama pernikahan; 

4) Menganiaya yang dilakukan suami terhadap istri atau 

sebaliknya, dengan demikian sehingga membahayakan jiwa 

korban atau sehingga korban memperoleh luka-luka yang 

membahayakan; 

5) Keretakan yang tidak dapat dipulihkan( Usman, 2006:423). 

2.2.2.Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil 

Perceraian bagi Pegawai Negeri sipil diatur pada PP No 11 

Tahun 1983 tentang Kepegawaian yakni pada pasal 3 menjelaskan 

mengenai izin Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan 

perceraian sebagai berikut : 

(1) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian 

wajib memperoleh izin lebih dahuludari Pejabat. 
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(2) Permintaan untuk memperoleh izin sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1)diajukan secaratertulis. 

(3)  Dalam surat permintaan izin perceraian harus 

dicantumkan alasan yang lengkap yangmendasari 

permintaan izin perceraian itu. 

 

Menurut ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 

Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 

10 Tahun 1983 Tentang Izin Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, 

menyatakan bahwa : 

1. Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian 

wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih 

dahulu dari pejabat; 

2. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai 

penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang 

berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin 

atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (1), harus mengajukan permintaan secara tertulis; 

3. Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan 

adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat 

keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap 

yang mendasarinya. 

 

2.2.3.  Tata Cara Izin Perceraian Oleh Pegawai Negeri Sipil 

 tata cara izin perceraian oleh Pegawai Negeri Sipil diatur pada 

pasal 5 PP No 11 Tahun 1983 yang berbunyi : 

(1)Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

dan Pasal 4 diajukan  kepada Pejabat melalui surat 

tertulis. 

(2) Setiap atasan yang menerima  permintaan izin dari 

Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya, baik untuk 

melakukan perceraian atau untuk beristeri lebih dari 

seorang,maupun untuk menjadi 

isterikedua/ketiga/keempat, wajib  memberikan 

pertimbangan dan meneruskannya kepada Pejabat 

melalui  saluran hierarki dalam jangka waktu 

selambatlambatnya 3 (tiga) bulan terhitung mulai 

tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud. 
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2.2.4.  Tata Cara pemberian izin cerai Pegawai Negeri Sipil 

 proses pemberian izin cerai bagi Pegawai Negeri Sipil oleh pejabat 

 yang berwenang diatur pada pasal 6 PP No 11 tahun 1983 : 

(1) Pejabat yang menerima permintaan izin untuk 

melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 wajib memperhatikan dengan seksama alasan-

alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan izin 

dan pertimbangan dari atasan Pegawai Negeri Sipil 

yang bersangkutan. 

(2) Apabila alasan-alasan dan syarat-syarat yang 

dikemukakan dalam permintaan izin tersebut kurang 

meyakinkan, maka Pejabat harus meminta keterangan 

tambahan dari isteri/suami dari Pegawai Negeri Sipil 

yang mengajukan permintaan izin itu atau dari pihak 

lain yang dipandang dapat memberikan keterangan 

yang meyakinkan. 

(3)  Sebelum mengambil keputusan, Pejabat berusaha lebih 

dahulu merukunkan kembali suami isteri yang 

bersangkutan dengan cara memanggil mereka secara 

langsung untuk diberi nasehat. 

 

2.2.5. Sanksi Pegawai Negeri Sipil Apabila Tidak Melakukan Izin 

 Perceraian 

Sesuai pasal 16 Undang-Undang Pegawai Negeri Sipil Nomor 

10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi 

Pegawai Negeri Sipil. Pegawai Negeri Sipil yang melanggar 

ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1), ayat (2), ayat (3), 

dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat 

tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil.  
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2.2.6. Penentuan Kewajiban untuk Memberi Biaya Penghidupan oleh 

Suami terhadap Bekas Istri dan Anak 

Diatur secara khusus dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah 

Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. 

1. Apabila perceraian itu terjadi atas kehendak Pegawai 

Negeri Sipil pria, ia wajib menyerahkan bagian gajinya 

untuk penghidupan bekas Istri dan anak-anaknya. 

Pegawai Negeri Sipil yang diwajibkan menyerahkan 

bagian gajinya untuk penghidupan bekas Istri dan anak-

anaknya, diwajibkan untuk membuat pernyataan 

tertulis. Pembagian gaji tersebut ialah sepertiga untuk 

PegawaiNegeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga 

untuk bekas istrinya dan sepertiga untuk anak-anaknya. 

Seandainya dari perkawinan tersebut tidak anak, maka 

bagian gaji yang diwajibkan diserahkan oleh Pegawai 

Negeri Sipil pria kepada bekas istrinya ialah setengah 

dari gajinya. 

2. Hak atas bagian untuk bekas Istri tidak diberikan bila 

perceraian terjadi atas kehendak istrinya, yaitu apabila 

perceraian terjadi karena Istri telah terbukti berzina 

dan/atau istri telah terbukti melakukan kekejaman atau 

penganiayaan baik berat baik, lahir maupun batin 

terhadap suami, dan/atau Istri terbukti menjadi 

pemabuk, pemadat, dan penjudi yang sukar 

disembuhkan dan/atau Istri terbukti telah meninggalkan 

suami selama dua tahun berturutturut tanpa ijin suami 

dan tanpa alasan yang sah atau karena hal diluar 

kemampuannya. 

3. Apabila bekas Istri Pegawai Negeri Sipil yang 

bersangkutan kawin lagi, haknya atas sebagian gaji dari 

bekas suaminya menjadi hapus terhitung mulai ia 

kawin lagi. 

4. Apabila perceraian terjadi atas kehendak istri, maka ia 

tidak berhak atas penghasilan bekas suaminya. 

5. Ketentuan ayat ( 4 ) tidak berlaku, jika istri minta cerai 

karena dimadu. 

6. Apabila bekas istri pegawai negeri sipil yang 

bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji 

dari bekas suaminya menjadi hapus terhitung dari ia 

kawin lagi. 
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2.3. Tinjauan Umum Tentang Hak Mantan Isteri Dan 

Anak 

 2.3.1.  Hak Mantan Isteri Setelah Perceraian 

   

 Mengenai salah satu hak bekas isteri dari PNS dapat dilihat 

dalam Pasal 8 ayat (1)PP No 11 tahun 1983 sebagaimana telah 

diubah oleh PP No 45 tahun 1990 yang menyatakan: 

Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai 

Negeri Sipil priamaka ia wajib menyerahkan sebagian 

gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-

anaknya. 

  Jadi kewajiban untuk menyerahkan sebagian gaji tersebut hanya 

timbul apabila perceraian adalah atas kehendak suami. Apabila 

perceraian tersebut berasal dari kehendak isteri, maka bekas isteri 

tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas 

suaminya.Sedangkan mengenai pembagian gaji bekas suami 

tersebut, dapat dilihat dalam pasal 8 ayat (10) PP No 11 tahun 

1983 yang menyatakan: 

Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang 

bersangkutan,sepertiga untuk bekas isterinya dan 

sepertiga untuk anak atau anak-anaknya. 
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Dengan demikian, hak isteri yang diceraikan oleh suaminya yang 

berstatus sebagai PNS adalah mendapatkan sepertiga dari gaji 

bekas suaminya.Akan tetapi, jika si bekas isteri menikah lagi, maka 

haknya atas gaji si bekas suami menjadi hapus sebagaimana 

terdapat dalam Pasal 8 ayat (7) PP No 45 Tahun 1990. 

2.3.2.  Hak Anak 

   

Anak menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 

42, yang dimaksud dengan anak adalah anak sah. Anak sah adalah 

anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang 

sah. 

 Sedangkan dalam Pasal 1 Ayat ( 1 ) Undang – Undang No.3 

Tahun 1997 tentang pengadilan anak, menyebutkan yang dimasud 

dengan anak adalah sebagai berikut: 

 

anak adalah orang yang dalam perkara anak 

nakal telah mencapai umur 8 ( delapan ) tahun 

tetapi belum mencapai umur 18 ( delapan 

belas ) tahun dan belum pernah kawin 

 

Anak nakal menurut Ayat (2) adalah : 

a. anak yang melakukan tindak pidana;atau 

b. anak yang melakukan perbuatan yang 

dinyatakan terlarang bagi anak – anak, 

baik menurut peraturan perundang – 

undangan maupun menurut peraturan 
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hukum lain yang hidup dan berlaku dalam 

masyarakat yang bersangkutan. 

 

 

Anak menurut Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak, Pasal 1 Ayat ( 1 ), yang dumaksud dengan 

anak adalah: “seseorang yang belum berusia 18 ( delapan belas ) 

tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” 

 Berdasarkan Pasal 4 Undang – Undang Perlindungan Anak telah 

disebutkan mengenai hak yang dimiliki oleh seorang anak, yaitu : 

 Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, 

berkembang dan berpartisispasi secara wajar 

dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta 

mendapat perlindungan dari kekerasan dan 

diskriminasi 

 

  Hak seorang anak tidak hanya itu, ditambah lagi dengan 

pernyataan pada bunyi Pasal 5, yaitu: “Setiap anak berhak untuk 

mendapatkan suatu nama sebagai identitas dan status 

kewarganegaraan.” 

Memang benar jika suatu nama merupakan sesuatu yang 

amat dasar dan sangat penting dalam kelangsungan hidup manusia, 

karena berasal dari nama, seseorang akan lebih mudah untuk 

berkomunikasi dan membedakan satu sama lain. Selain itu, negara 

kta merupakan negara yang kaya akan budaya, setiap anak berhak 

untuk memilih kepercayaannya masing – masing sesuai dengan 

Pasal 6 yang berbunyi: 
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 Setiap anak berhak untuk beribadah menurut 

agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai 

dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam 

bimbingan orang tua 

 

 Selain itu dalam Pasal 9 UU  Perlindungan Anak juga menjelaskan 

bahwa anak juga berhak untuk mendapatkan pendidikan. Tidak 

hanya tentang pendidikan bahwa di dalam Pasal 11 sampai dengan 

Pasal 18 UU Perlindungan Anak telah disebutkan tentang Hak 

seoarang anak, yaitu hak untuk mendapatan rekreasi,bagi 

penyandang cacat berhak mendapatkan rehabilitasi, berhak untuk 

diasuh orang tuanya sendiri, berhak memperoleh perlindungan dari 

penganiayaan, serta mendapatkan perlindungan hukum dan bantuan 

hukum pada saat penahanan. 

 2.3.3. Kewajiban Anak 

 Bahwa dalam Undang – Undang Perlindunagan Anak, yaitu 

pada Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 Pasal 19, telah 

disebutkan bahwa seorang anak memiliki kewajiban untuk : 

a. menghormati orang tua, wali, dan guru 

b. mencintai keluarga, masyarakat, dan 

menyayangi teman; 

c. mencintai tanah air, bangsa, dan negara; 

d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran 

agamanya; dan 

e. melaksanakan etika dan akhlak yang 

mulia. 
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 2.3.4. Kewajiban Dan Tanggung Jawab Orang Tua Kepada Anak 

Bahwa dalam kehidupan sehari – hari orang tua juga sangat 

berperan dalam mendidik dan merawat seorang anak, seperti yang 

telah tertuang dalam Pasal 26 UU No. 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak,yaitu: 

1. Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk : 

a. mengasuh, memelihara, medidik, dan melindungi 

anak; 

b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan 

kemampuan, bakat, dan minatnya;dan 

c. mecegah terjadinya perkawinan pada usia anak – 

anak. 

2. Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui 

keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat 

melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya maka 

kewajibannya dan tanggung jawabnya sebagaimana 

dimaksudkan ada ayat ( 1) dapat beralih kepada 

keluarganya, yang dilaksanakan seusia dengan 

ketentuan peraturan perundang – undangan yang 

berlaku. 

 

2.4. Tinjauan Umum Penerapan Sanksi Pegawai Negeri 

Sipil  

2.4.1. Teori Sistem Hukum 

  Teori tentang sistem hukum dikemukakan pertama kali oleh 

Lawrence M. Friedman yang membagi sistem hukum menjadi tiga 

unsur yakni struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum 

(kultur hukum). Tiga unsur dari sistem hukum ini diteorikan 

Lawrence M. Friedman sebagai Three Elements of Legal System 

(tiga elemen dari sistem hukum). Menurut Lawrence M. Friedman 

dalam Achmad Ali yang dimaksud dengan unsur-unsur sistem 
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hukum tersebut adalah: 1) Struktur hukum, yaitu keseluruhan 

institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya, mencakupi 

antara lain kepolisian dengan para polisinya, kejaksaan dengan 

jaksanya, pengadilan dengan hakimnya, dan lain-lain.2) Substansi 

hukum yaitu keseluruhan aturan hukum, norma hukum dan asas 

hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, termasuk putusan 

pengadilan. 3) Kultur hukum, yaitu opini-opini, kepercayaan-

kepercayaan (keyakinan-keyakinan), kebiasaan-kebiasaan, cara 

berpikir, dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun 

dari warga masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena 

yang berkaitan dengan hukum. Cara lain dalam mengambarkan 3 

(tiga) unsur hukum itu oleh Friedman, adalah struktur hukum 

diibaratkan seperti mesin, subtansi hukum diibaratkan sebagai apa 

yang dikerjakan dan apa yang dihasilkan mesin tersebut, sedangkan 

kultur atau budaya hukum adalah apa saja atau siapa saja yang 

memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu serta 

memutuskan bagaimana mesin tersebut digunakan.(Achmad, 

Ali,2009:97) 

2.4.2. Pengertian Sanksi Disiplin Pegawai Negeri Sipil 

  Aturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil diatur pada PP No 53 tahun 

2010. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang melanggar disiplin termasuk 

tidak memenuhi kewajibannya setelah perceraian sesuai PP  No 11 

tahun 1983 akan diberikan sanksi yang sesuai pada PP No 53 tahun 
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2010 baik sanksi ringan, sanksi sedang,maupun sanksi berat.Hal ini 

tertuang pada pasal 1 PP No 53 Tahun 2010 sebagai berikut : 

1. Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan 

Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan 

menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan 

perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang 

apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman 

disiplin. 

2.  Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS 

adalah PNS Pusat dan PNS Daerah. 

3.  Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau 

perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau 

melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang 

dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja. 

4.  Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan 

kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS. 

5.  Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat, Pejabat Pembina 

Kepegawaian Daerah Provinsi, dan Pejabat Pembina 

Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah 

sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-

undangan yang mengatur wewenang pengangkatan, 

pemindahan, dan pemberhentian PNS. 

6.  Upaya administratif adalah prosedur yang dapat 

ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman 

disiplin yang dijatuhkan kepadanya berupa keberatan 

atau banding administratif. 

7.  Keberatan adalah upaya administratif yang dapat 

ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman 

disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat 

yang berwenang menghukum kepada atasan pejabat yang 

berwenang menghukum. 

8.  Banding administratif adalah upaya administratifyang 

dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puasterhadap 

hukuman disiplin berupa pemberhentiandengan hormat 

tidak atas permintaan sendiri ataupemberhentian tidak 

dengan hormat sebagai PNSyang dijatuhkan oleh pejabat 

yang berwenangmenghukum, kepada Badan 

PertimbanganKepegawaian. 
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2.4.3.Penerapan Sanksi Pegawai Negeri Sipil 

  Sanksi Pegawai Negeri Sipil tertuang pada pasal 6 PP No 53 tahun 

2010 tentang Aturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi 

sebagai berikut : 

Dengan tidak mengesampingkan ketentuan dalam 

peraturan perundang-undangan pidana, PNS yang 

melakukan pelangggaran disiplin dijatuhi hukuman 

disiplin. 

Begitu juga dengan tingkat hukuman disiplin kepada Pegawai 

Negeri Sipil diatur pada pasal 7 PP No 53 Tahun 2010 yakni : 

(1)  Tingkat hukuman disiplin terdiri dari: 

a. hukuman disiplin ringan; 

b. hukuman disiplin sedang; dan 

c. hukuman disiplin berat. 

(2) Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana 

dimaksudpada ayat (1) huruf a terdiri dari: 

a. teguran lisan; 

b. teguran tertulis; dan 

c. pernyataan tidak puas secara tertulis. 

(3)  Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimanadimaksud 

pada ayat (1) huruf b terdiri dari: 

a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1(satu)tahun; 

b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu)tahun; 

 dan 

c. penurunan pangkat setingkat lebih rendahselama 1 

 (satu) tahun. 

(4)  Jenis hukuman disiplin berat sebagaimanadimaksud pada 

ayat (1) huruf c terdiri dari: 

a. penurunan pangkat setingkat lebih rendahselama 3 

 (tiga) tahun; 

b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan 

 setingkat lebih rendah; 

 

 Dari pengertian pasal tersebut berkaitan dengan kasus Pegawai 

Negeri Sipil yang tidak memenuhi kewajibannya setelah perceraian 
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melanggar pasal 7 ayat (2) PP No 53 tahun 2010 yaitu sanksi disiplin 

sedang berupa penurunan pangkat tetapi dan lembaga yang 

berwenang menerapkan sanksi yakni Badan Kepegawaian Daerah 

Wonosobo. Maka jika dikaitkan lagi dengan teori hukum Lawrence 

Friedman kesalahan Pegawai Negeri Sipil yang tidak melaksanakan 

kewajibannya setelah perceraian dapat digambarkan dalam alur 

sebagai berikut: 

Alur 1 penerapan sanksi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan teori 

Lawrance Friedman 
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PEGAWAI NEGERI SIPIL 



 
 

25 

BAB 3 

METODOLOGI PENELITIAN 

 3.1.Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian dengan 

menggunakan jenis penelitian kualitatif. Ghony danAlmanshur (2012: 

25) mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan 

prosedur statistic atau dengan cara-cara kuantitatif. Adapun peneliti 

menggunakan penelitian ini yaitu : 

1. Menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah bila dihadapkan 

dengan kenyataan ganda. 

2. Metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan 

antara peneliti dan responden.  

3. Metode ini lebih peka dan lebih menyesuaikan diri dengan 

banyak penajaman pengaruh bersama serta terhadap pola-pola 

nilai yang dihadapi (Moleong 2007 : 7). 

 penelitian kualitatif bertujuan untuk menyelesaikan hipotesis dari 

penelitian di lapangan (muhajir 1996:13). Penelitian kualitatif 

biasanya digunakan untuk meneliti peristiwa sosial, gejala ruhani dan 

proses tanda berdasarkan pendekatan nonpositivis ( Dimyati, 1990 : 

57 ). 
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Berdasarkan alasan tersebut, maka peneliti menggunakan 

pendekatan yuridis empiris yakni penelitian adalah melihat hukum 

sebagai perilaku sosial  yang ajek  dan terlembagakan. Hukum 

diposisikan sebagai suatu yang hidup dalam masyarakat. 

Menggunakan teori-teori lmu sosial dalam proses analisis 

(Dewata,Achmad,2010:50). Dalam hal ini peneliti berharap 

menemukan hasil dari penggunaan pendekatan yuridis empiris dengan 

tujuan dapat mengidentifikasi permasalahan hukum Pegawai Negeri 

Sipil yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah perceraian dan 

tingkat efektivitas hukum dalam kasus perceraian Pegawai Negeri 

Sipil di Pengadilan Agama Wonosobo. 

 3.2. Lokasi Penelitian 

Lokasi merupakan pengertian untuk tempat secara harfiah, jadi 

lokasi penelitian itu artinya tempat dilakukaannya penelitian oleh 

peneliti untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang sedang 

diteliti.Pada penelitian kali ini peneliti mengambil tempat penelitian di 

Pengadilan Agama Wonosobo. 

Adapun alasan mengapa peneliti mengambil tempat penelitian 

disana, hal ini karena : 

a. Permasalahan yang sedang diteliti merupakan permasalahan 

yang masih dalam wilayah ruang lingkup hukum kekeluargaan 

dan agama, serta melalui proses ajudikasi. Oleh karena itu, 
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peneliti mengambil tempat penelitian di Pengadilan Agama 

Wonosobo dan Badan Kepegawaian Daerah Wonosobo. 

b. Pengadilan Agama Wonosobo merupakan Pengadilan Agama 

kelas I A  terdapat beberapa macam variasi kasus yang dapat 

dijadikan sebagai penelitian salah satunya mengenai perceraian 

yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil. 

c. Tingkat perceraian di Kabupaten Wonosobo termasuk dalam 

kategori tinggi dikarenakan tingkat pendidikan masih 

tergolong rendah dan factor budaya yang masih kental bahwa 

anak remaja tidak boleh telat menikah. 

d. Badan Kepegawaian Daerah Wonosobo merupakan lembaga 

yang berwenang menangani kasus kepegawaian salah satunya 

mengenai kasus perceraian yang dilakukan oleh Pegawai 

Negeri Sipil di Kabupaten Wonosobo. 

e. Masalah perceraian yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil 

terutama di Kabupaten Wonosobo diatur khusus dalam PP No 

11 tahun 1983 jo PP No 45 tahun 1990 tentang kepegawaian. 

f. Tingkat pemenuhan kewajiban Pegawai Negeri Sipil setelah 

perceraian di Kabupaten Wonosobo sesuai PP tentang 

kepegawaian kurang dikarenakan faktor sosial dan ekonomi. 

 3.3. Fokus Penelitian 

  Fokus dasarnya adalah masalah yang bersumber dari pengalaman 

penelitian atau melalui pengetahuan yang bersumber dari pengalaman 
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peneliti. Melalui pengalaman yang diperoleh melalui kepustakaan 

ilmiah atau kepustakaan lainya (Moleong, 2007: 97). Adapun yang 

menjadi fokus penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisapenerapan saksi hukum 

terhadap Pegawai Negeri Sipil yang tidak memenuhi 

kewajibannya pada anak dan mantan istrinya setelah 

perceraian. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisa hambatan dalam 

pelaksanaan penerapan saksi hukum terhadap Pegawai Negeri 

Sipil yang tidak memenuhi kewajibannya pada anak dan 

mantan istrinya setelah perceraian. 

Demikian, mengapa peneliti mengambil penelitian di lokasi 

Pengadilan Agama Wonosobo dan Badan Kepegawaian Daerah 

Wonosobo. 

 3.4. Sumber Data 

Gregory Churchill ( 1978 ) mengatakan bahwa sepanjang yang 

hendak diteliti adalah perilaku ( hukum ) dari warga masyarakat, maka 

warga masyarakat harus diteliti secara langsung sehingga yang 

dipergunakan adalah data primer atau data dasar, setelah itu 

diterjemahkan lagi menjadi data sekunder dan data tertiar yang 

menjadi petunjuk atau penjelasan dari data primer dan sekunder ( 

Soekanto, 2012 : 52 ). 
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Adapun beberapa data yang dugunakan oleh peneliti dalam 

melakukan penelitian ini adalah: 

 1. Data Primer 

Kata-kata atau tindakan orang yang diamati atau diwawancarai 

merupakan sumber data utama atau primer (Moleong 2007 : 

157).Data primer merupakan data yang berasal dari bahan – bahan 

hukum yan mengikat ( Soerjono Soekanto, 2012 : 52). 

Data primer ini diperoleh oleh peneliti dengan mengajukan 

beberapa pokok permaslahan kepada narasumber yang berkaitan 

langsung dengan proses perolehan data dalam penelitian, yaitu: 

1. Melakukan wawancara kepada Adi Permono selaku  

Wakil Sekertaris Pengadilan Agama Wonosobo. 

2. Melakukan wawancara kepada Maria Handayani selaku 

Badan Kepegawaian Wonosobo. 

 Adapun perolehan data tersebut dilakukan dengan wawancara secara 

langsung dengan narasumber, dalam melakukan wawancara, peneliti 

memerlukan beberapa peralatan, yaitu : 

1. Catatan pokok – pokok permasalahan yang akan ditanyakan; 

2. Alat perekam, untuk mempermudah dalam mencatat dan 

menyimpan hasil wawancara; dan 

3. Alat tulis, yaitu untuk mencatat hal yang sekiranya penting. 

 2. Data Sekunder 
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  Data sekunder merupakan data untuk melengkapi dan 

menjelaskan data primer (Soekanto, 2012 : 52 ).Data sekunder ini 

diperoleh oleh peneliti dari  dokumen – dokumen yang dianggap 

penting dan berkaitan dengan apa yang diteliti oleh peneliti, selain 

itu juga merupakan data yang diperoleh dari kepustakaan atau 

sumber lain yang berkaitan dengan pokok penelitian.  

  Adapun, data sekunder yang akan dipergunakan oleh peneliti 

 adalah: 

1. Dokumen foto kopi perkara di Pengadilan Agama Wonosobo. 

2. Foto kopi perkara cerai di Pengadilan Agama Wonosobo, 

serta data lain yang dibutuhkan. 

3. Buku yang berkaitan dengan pokok penelitian, berupa 

ketentuan PNS dalam melakukan perceraian serta undang – 

undang lain yang berkaitan dengan pemeliharan anak. 

4. Dasar hukum atau panduan hukum dalam menentukan 

putusan cerai. 

5. Hasil – hasil penelitian yang sudah ada. 

6. Kamus hukum yang berkaitan dengan perceraian. 

7. Jurnal dan laporan – laporan tentang perceraian yang 

dilakukan oleh PNS. 

8. Bukti dokumentasi berupa arsip surat-surat dari Badan 

Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonosobo. 

 3. Data Tersier 



31 
 

 
 

  Data ini merupakan data yang menjadi penyatu antara data primer 

 dan sekunder. 

 3.5. INSTRUMEN PENELITIAN 

Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan 

dengan menggunakan teknik kondisi yang alami, sumber data primer, 

dan lebih banyak pada teknik observasi berperan serta, wawancara 

mendalam dan dokumentasi ( Ghony, Almanshur, 2012 : 164 ). 

Wawancara dengan metode ini tidak memerlukan pertanyaan yang 

mendetail. Pelaksanaan wawancara dan pengurutan pertanyaan 

disesuaikan dengan keadaan responden dalam konteks wawancara 

yang sebenarnya (Moleong, 2007: 187). Adapun instrumen atau alat 

yang diperlukan dalam melakukan wawncara ini adalah : 

a. Catatan Rincian Pertanyaan 

Catatan ini berisikan mengenaii pokok – pokok 

permasalahan yang ingin ditanyakan secara terperinci dan 

urut serta sistematis. Berisikan pertanyaan menganai 

bagaimankah cara seoarng hakim dalam memberikan putusan 

cerai, apa saja pertimbangaannya, bagaimanakan pelaksanaan 

kewajiban bagi mereka yang pasca bercerai, seberapa banyak 

PNS yang melakukan perceraian dan bagaimanakah 

pelaksanaan kewajiban mereka, serta sanksi apa sajakah yang 

akan diberikan jika tidak terpenuhinya kewajiban para pihak. 

b. Alat Perekam 
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 Untuk mempermudah dalam menyimpan data dan efisien 

waktu. 

 3.6. TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

 3.6.1. Wawancara 

 Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, 

melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari 

seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, 

berdasarkan tujuan tertentu. Wawancara secara garis besar terbagi 

menjadi dua, yakni wawncara terstruktur dan wawancara tak 

terstruktur.(Mulyana 2010:180). 

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh kedua 

belah pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan 

pertanyaan dan yang diwawancara (interviewee) yang 

memberikan jawaban atas pertanyaan atas pertanyaan itu 

(Moleong 2007: 186).  Dengan menggunakan catatan kecil yang 

berisikan panduan pokok – pokok permasalahan, kemudian 

bertanya kepada : 

1. Badan Kepegawaian, Daerah Wonosobo, 

2. Administratif Pengadilan Agama Wonosobo, dalam 

mengajukan pertanyaan tersebut semua jawaban akan 

dicatat dan tersimpan di dalam alat perekam yang 

berfungsi untuk menyimpanan hasil wawancara serta lebih 

efisien dalam penghematan waktu.  
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Wawancara dimaksudkan untuk mendapatkan informasi 

langsung mengenai kasus Pegawai Negeri Sipil yang tidak 

memenuhi kewajibannya setelah perceraian dan bagaimana 

penerapan pemberian sanksi terhadap Pegawai Negeri 

Sipiltersebut. 

Setelah semua data dirasa cukup, data yang telah 

diperoleh tersebut kemudian disortir dan diolah kembali dalam 

bentuk deskriptif dan dalam bentuk laporan. Wawancara dalam 

hal ini yang digunakan adalah wawancara kualitatif. Wawancara 

kualitatif adalah dimana peneliti mengajukan pertanyaan-

pertanyaan secara lebih bebas dan leluasa, tanpa terikat oleh suatu 

susunan pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya (Ghony, 

Almanshur, 2012: 176). wawancara lebih efisien daripada 

pengamatan (Mulyana 2010:163). Menurut Danzing wawancara 

ini bertujuan untuk menelaah sebanyak mungkin proses sosial dan 

perilaku dalam budaya tersebut, pola yakni dengan menguraikan 

setingnya dan menghasilkan gagasan teoritis yang akan 

menjelaskan apa yang dilihat dan didengarkan itu. 

 3.6.2. Dokumentasi 

Data dalam penelitian kualitatif pada umunya diperoleh dari 

sumber manusia melalui observasi dan wawancara. Di, samping 

itu selain itu diperoleh juga sumber dari bukan manusia atau 
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nonhuman resource, antara lain dokumen foto dan bahan statistik 

( Ghony, Almanshur, 2012 : 200 ). 

Selain dengan menggunakan data dari hasil wawancara, 

untuk lebih menvalidkan data yang telah diperoleh, maka peneliti 

melakukan pengambilan data dengan dokumentasi, selain foto 

juga meminta data tertulis,berupa rekap perkara yang masuk ke 

dalam Pengadilan Agama Wonosobo serta dokumen – dokumen 

lainnya yang dibutuhkan yang sekiranya dapat membantu peneliti 

dalam menyelesaikan penelitiannya. 

 3.7. Keabsahan Data 

  Uji keabsahan data dalam penelitian sering hanya ditekankan pada 

uji validitas dan reliabilitas. Dalam penelitian kualitatif, criteria utama 

terhadap hasil penelitian adalah valid, reliabel, dan objektif.Validitas 

merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek 

penelitian  dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti.Dengan 

demikian, data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara data 

yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi 

pada objek penelitian (Sugiyono, 2010: 363). 

 Keabsahan data dari data hasil penelitian kualitatif, harus memenuhi 

beberapa persyaratan sebagai berikut (Ghany, Almansyur,2012:315). 

1. Menunjukkan atau mendemonstrasikan nilai yang benar. 

2. Menyediakan dasar agar hal itu dapat diterapkan. 
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3. Memperoleh keputusan luar yang dapat dibuat tentang 

konsistensi dari prosedurnya dan kenetralan dari temuan dan 

keputusan-keputusannya Isu dasar dari hubungan keabsahan 

data pada dasarnya adalah sederhana. 

 Dalam pengujian keabsahan data, penelitian kualitatif menggunakan 

istilah yang berbeda dengan penelitian kuantitatif. Jadi uji keabsahan 

data dalam penelitian kualitatif meliputi uji credibility (validitas 

interbal), transferability (validitas eksternal), dependability 

(reliabilitas), dan confirmability (obyektivitas). 

a. UjiKredibilitas 

 Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil 

penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan 

pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, 

diskusi teman sejawat, analisis kasus negative dan member chek 

(Sugiyono, 2010: 368). Uji kredibilitas yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah dengan cara melakukan triangulasi. 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu (Moleong, 

2007: 329). 

 Adapun triangulasi yang peneliti gunakan dalam penelitian ini 

adalah triangulasi dengan sumber.Triangulasi dengan sumber, 

menurut Patton dalam Moleong (2009:330), berarti 
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membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan sumber 

informasi yang diperoleh. 

 Triangulasi sumber dapat dilakukan dengan cara: (1) 

Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil 

wawancara; (2) Membandingkan apa yang dikatakan orang di 

depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi; (3) 

Membandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi 

penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu; (4) 

Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan 

berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, 

orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, 

atau orang pemerintahan; (5) Membandingkan hasil wawancara 

dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. 

 Dari kelima teknik triangulasi, peneliti menggunakan cara yang ke-1 

dan ke-5 yaitu membandingkan Membandingkan data hasil 

pengamatan dengan data hasil wawancara, dan membandingkan hasil 

wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. 

  Dalam penelitian ini berarti membandingkan pendapat informan 

inti yaitu Wakil Sekertaris Pengadilan Agama Wonosobo dengan 

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Wonosobo dengan dokumen 

berupa aturan mengenai perceraian oleh Pegawai Negeri Sipil di 

Kabupaten Wonosobo. 

  b. Uji Transferability 
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 Transferability  merupakan validitas eksternal dalam penelitian 

kuantitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajad ketepatan 

atau dapat ditetapkannya hasil penelitian kepopulasi dimana 

sampel tersebut diambil. Bagi peneliti naturalistik, nilai transfer 

bergantung pada pemakai, hingga makna hasil penelitian 

tersebut dapat digunakan dalam konteks dan situasi sosial lain. 

Peneliti sendiri tidak menjamin “validitas eksternal” ini. Oleh 

karena itu, supaya orang lain dapat memahami hasil penelitian 

kualitatif sehingga ada kemungkinan untuk menerapkan hasil 

penelitian tersebut, maka peneliti dalam membuat laporannya 

harus memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat 

dipercaya(Sugiyono,2010: 376). 

 c. Uji Dependability 

Menurut Sanafiah Faisal (1990) dalam penelitian kuantitatif 

dependability disebut reliabilitas. Dalam penelitian kualitatif 

dilakukan dengan menggunakan audit terhadap keseluruhan 

proses penelitian. Caranya dilakukan oleh auditor 

independen, atau pembimbing untuk mengaudit keseluruhan 

aktivitas peneliti dalam melakukan penelitian 

(Sugiyono,2010: 377). 

Pemeriksaan dalam rangka audit trail ini dilakukan selama 

proses berlangsung berulang kali kapan saja bila dirasa perlu, 
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sehingga dapat diadakan perubahan akan dapat dicari strategi 

lain. 

 d.UjiKonfirmabillity 

Pengujian konfirmability dalam penelitian kuantitatif disebut 

uji obyektivitas penelitian. Penelitian dikatakan objektif bila 

hasil penelitian telah disepakati banyak orang. Dalam 

penelitian kualitatif ,uji konfirmability mirip dengan uji 

dependability, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara 

bersama (Sugiyono, 2010: 377). 

 3.8.Teknik Analisis Data 

  Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang 

tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan 

yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, 

dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya (Moleong, 2007: 247). 

 Analisis data dalam penelitian kualitatif berlangsung secara interaktif 

dan hasil pembahasannya diutarakan melalui kata-kata yang 

menghasilkan data deskriptif. Analisis data ini dilakukan dengan cara 

pengumpulan data, penyajian data verifikasi atau penarikan 

kesimpulan. 

1. Pengumpulan Data 

 Dalam pengumpulan data peneliti harus terlebih dahulu 

membaca catatan lapangan dan seluruh data baik yang 
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berasal dari wawancara, observasi, maupun dokumen 

hendaknya dibaca dan ditelaah secara mendalam. 

 Selanjutnya melakukan editing yaitu memeriksa atau meneliti 

data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah sudah 

dapat dipertanggungjawabkan sesuai kenyataan.Di dalam 

editing melakukan pembetulan data yang keliru, 

menambahkan data yang keliru, menambahkan data yang 

kurang, melengkapi yang lengkap. Dalam tahap ini peneliti 

ingin mengetahui bagaimana penerapan sanksi PNS akibat 

tidak terpenuhinya hak terhadap anak dan mantan isteri 

setelah perceraian di Pengadilan Agama Wonosobo. 

 2. Reduksi Data 

 Tujuan reduksi data adalah membuang yang tidak perlu dan 

mempelajari data kembali dengan membuat catatan dari hasil 

wawancara, observasi dan dokumen untuk dikelompokan 

berdasar kemiripannya. 

 3. Penyajian Data 

 Penyajian data adalah salah satu kegiatan pembuatan laporan 

hasil penelitian yang telah dilakukan agar dapat dipahami dan 

dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan (Budiarto, 

2002: 41). 

 Peneliti menyajikan data berupa hasil wawancara dengan 

narasumber . 
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 4. Verifikasi Data 

 Sejak semula peneliti berusaha mencari makna dari data yang 

diperoleh. Untuk itu peneliti berusaha mencari pola, model, 

tema, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering muncul, 

hepotesis dan sebagainya. Jadi dari data tersebut peneliti 

mencoba mengambil keputusan didasarkan pada reduksi data 

dan penyajian data yang merupakan jawaban atas masalah 

yang diangkat peneliti. 
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3.9. Kerangka Berpikir 

    Alur 2 kerangka berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Landasan Hukum (PP No 11 Tahun 1983 dan PP No 53 

Tahun 2010) 

Latar Belakang 
Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perceraian wajib 
memberikan nafkah mantan isteri dan anak tetapi 
faktanya tidak diberikan. 

Teori Sistem Hukum Lawrence Friedman 
Lawrence M. Friedman yang membagi sistem hukum 
menjadi tiga unsur yakni struktur hukum, substansi 
hukum dan budaya hukum (kultur hukum). 
 

Metode Penelitian 
Metode Penelitian Kualitatif dengan pendekatan yuridis 
empiris dengan wawancara. Pengolahan data dengan 
triangulasi berdasarkan sumber 
 

Hasil Yang diharapkan 
1. Mengetahui penerapan sanksi bagi Pegawai Negeri 

sipil yang mangkir dari tanggungjawabnya setelah 
perceraian. 

2. Mengetahui hambatan dalam penerapan sanksi 
tersebut. 
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BAB 5 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Adi Permono selaku Wakil 

Sekertaris Pengadilan Agama Wonosobo dan wawancara dengan Maria 

Handayaani selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah Wonosobo 

maka pada penelitian tentang „Penerapan Sanksi Terhadap Pegawai 

Negeri Sipil Terhadap Mantan Isteri Dan Anak Setelah Perceraian ( 

Studi Kasus Di Pengadilan Agama Wonosobo dan Badan Kepegawaian 

Daerah Wonosobo) dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Penerapan sanksi terhadap Pegawai Negeri Sipil yang tidak 

memenuhi kewajibannya setelah perceraian di Pengadilan 

Agama Wonosobo dilakukan tidak secara mutlak sesuai PP 

No 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil 

oleh Badan Kepegawaian Daerah Wonosobo bahkan dapat 

dikatakan penerapan sanksi tersebut menyimpang jauh dari 

aturan yang ada. Badan Kepegawaian Daerah Wonosobo 

menyatakan bahwa dalam penerapan sanksi Pegawai 

Negeri Sipil yang tidak memenuhi kewajibannya setelah 

perceraian tersebut dilakukan secara berjenjang dari sanksi 
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ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat. Tetapi pada 

kenyataan di lapangan setelah penerapan sanksi ringan 

berupa teguran, Badan Kepegawaian Daerah Wonosobo 

tidak memberikan sanksi sedang berupa penurunan pangkat 

atau jabatan melainkan hanya memberikan solusi berupa 

mediasi. Setelah hasil mediasi tidak dijalankan oleh 

Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dengan adanya 

aduan yang kedua kali kepada Badan Kepegawaian Daerah 

Wonosobo dari pihak mantan isteri. Badan Kepegawaian 

Daerah Wonosobo juga tidak memberikan sanksi lagi 

berupa sanksi penurunan pangkat dengan dalih adanya 

faktor internal kekeluargaan. Maka ketidaksesuaian 

penerapan sanksi membuktikan sistem birokrasi Badan 

Kepegawaian Daerah Wonosobo tidak berjalan dengan 

baik. 

2. Hambatan yang didapatkan dalam penerapan sanksi 

Pegawai Negeri Sipil yang tidak memenuhi kewajibannya 

setelah perceraian di Pengadilan Agama Wonosobo adalah 

hambatan dari segi non hukum dan dari segi hukum. 

Hambatan non hukum berupa lemahnya kesadaran Pegawai 

Negeri Sipil yang tidak memenuhi kewajibannya setelah 

perceraian untuk mematuhi aturan hukum dan keadaan 

ekonomi Pegawai Negeri sipil tersebut yang minim 
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sehingga tidak dapat memberikan kewajiban nafkah kepada 

mantan isteri dan anaknya. Sedangkan hambatan hukunnya 

berupa kurang tegasnya kinerja Badan Kepegawaian 

Daerah Wonosobo dalam menerapkan sanksi sesuai PP No 

53 tahun 2010 dan kurangnya pengawasan Badan 

Kepegawaian Daerah Wonosobo dari lembaga pengawas 

daerah yaitu Inspektorat Kabupaten Wonosobo. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, 

maka peneliti memberikan saran sebagai berikut: 

1. Jika melihat mengenai penerapan sanksi terhadap Pegawai 

Negeri Sipil yang tidak memenuhi kewajibannya setelah 

perceraian maka dapat diperbaiki melalui beberapa hal, 

yaitu seharusnya adanya pelatihan kesadaran hukum 

terhadap Pegawai Negeri Sipil secara berkala misalnya 

pelatihan dilakukan 3 bulan sekali sehingga tingkat 

kesadaran hukum oleh Pegawai Negeri Sipil terutama bagi 

Pegawai Negeri Sipil yang melanggar aturan disiplin akan 

lebih tinggi dan tidak akan melanggar hukum yang sudah 

diterapkan. Selain itu juga harus diberikan pelatihan dan 

sosialisasi kewirausahaan sehingga memotivasi Pegawai 

Negeri Sipil untuk meningkatkan tingkat perekonomiannya. 
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2. Pada kasus Pegawai Negeri Sipil yang tidak memenuhi 

kewajibannya setelah perceraian memperlihatkan kurang 

adanya aturan yang jelas mengenai jangka waktu 

pemberian sanksi Oleh Badan Kepegawaian Daerah 

Wonosobo terhadap Pegawai Negeri Sipil yang tidak 

memenuhi kewajibannya  setelah perceraian setelah  

mendapatkan aduan dari pihak mantan isteri Pegawai 

Negeri Sipil yang bersangkutan sehingga aturan PP No 53 

tahun 2010 perlu diperbaiki atau ditambahi mengenai 

aturan jangka waktu untuk memberikan keputusan sanksi 

hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melanggar 

disiplin pegawai. 
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